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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / &F0 [/ 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN PONDOK HARAPAN MAKARIOS WANGON
DESA KLAPAGADING KECAMATAN WANGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Yayasan Kasil;
Bersinar Abadi Nomor 03/KB/PHM/07/2019 tanggal 17 Juli 201
perihal Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain Pondok
Harapan Makarios Wangon dan hasil verifikasi keberadaan calon
Kelompok Bermain Pondok Harapan Makarios Wangon oleh tm
verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
tanggal 02 Agustus 2019, permohonan dimaksud telal? .memenuhl
persyaratan  sesuai  dengan ketentuan pendirian dan
penyelenggaraan;

b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu
untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain Pondok Harapan Makarios Wangon Desa
Klapagading Kecamatan Wangon ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentan isasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesif Ta(ilrgflni;aSSSI
gg;;or 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
gae:g;lgl (Lembaran Negara Republik Ind(gmesia Nomd;r 78

’ Uar(r; an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

: Dn ang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
: ::r?.l‘h (I;)embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
sebe; a?m ahanl Lembaran Negar:a Repubﬁk Indonesia Nomor 5587),
- agn mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —
Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Daerahg I.e Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
e Tamb(ah mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

. Pex"atu Pan Lgmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Pend'dl‘-lizn emerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
20051 l‘} Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 (;rzlor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
ey d96) sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah
¥ 1{1 engan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
1 ahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
. merintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar N -

endidikan (lembaran Negara Republik Indonesia

lsvgg};;f 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
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e. Menjadi
m:rgl?:ﬁirrln chlompok Bermain sebagai wiyata mandala dalam
¢ Ne embangun karakter dan nasionalisme.
" m'a?u'h] standar pelayanan minimal.
. eth!(l sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
ersgdxa Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana
. belajx.ar lainnya;
i, Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
j.  Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan ~Nasional
(NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

a. Melakukan kegiatan yang
1945, dan ketertiban umum;

b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

¢. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

d. Mengubah nama lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas;

e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran gelam

berturut — turut tanpa keterangan yang sah; '
lenggaraan Pendidikan Anak

f. Melanggar aturan/ketentuan penye
Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang
berlaku.

KETIGA . Izin dimaksud diktum KESA

1. Melakukan kegiatan yang
dan ketertiban Umum ;
2. Melanggar kewajiban — kewajiban atau larangan - Jarangan yang
ditetapkan dalam keputusan ini.
ndidikan selama 2

3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pe
(dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.
Tidak Melaksanakan Akreditasi Sesuai Dengan Ketentuan
Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi

Nasional Sekolah/ Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal
18 Ayat 5 dan 6)
5. menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut — turut;
6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.

7. Izin diperoleh secara tidak syah.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

5 ®

bertentangan dengan pancasila, UUD

a 2 (dua) tahun

]kan apabila :

TU dapat dicabut dan dibata
UuUD 1945,

bertentangan dengan Pancasila,

KEEMPAT
setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal l l SEP 710
Tembusan :

21. Bupati Banyumas
. Asisten Pemeri
e gor:,ntahan dan kesra Kab. Banyumas
54. Kepala Desa Klapagading
> Yaxasap Kasih Bersinar Abadi
. Arsip Bidang PAUD dan Dikmas

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

